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2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
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Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewgjiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah  Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrembang Desa adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa
dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistim pengelolaan

pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan sosial.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan. Kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat,
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan
pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan oleh Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi
Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan
masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat LPMD, adalah bagian dari Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam pemberdayaan masyarakat.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat KPMD, adalah anggota masyarakat yang secara
partisipatif memberi diri dalam mendukung program
pembangunan yang ada di Desa.

Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian
dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Desa.

=il






















































HE NN EEEREENEEEE N Em o mm o

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
berdasarkan hasil kesepakatan Musrembang Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP
Desa.

(4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
RKP Desa Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayal (3).

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Rancangan
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan
disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 52

(1) Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5), selanjutnya
diundangkan dalam Lembaran Desa.

(2) Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Sekretaris Desa.

Bagian Kesembilan
Perubahan RKP Desa

Pasal 53

(1) RKP Desa, dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa Kkhusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah vyang
mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. Menyusun rancangan kegiatan yuang disertai rencana
kegiatan Rencana Anggaran Biaya; dan

d. Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melakukan kegiatan
sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

UMUM

Bahwa selama ini penyusunan mengenai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) masih sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sehingga dalam
melaksanakan setiap program pembangunan tanpa dilakukan dengan suatu
perencanaan yang baik.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara teknis
diatur melalui Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan, telah memberikan suatu pedoman bagi Pemerintah
Desa dalam menyelenggarakan program pembangunan yang ada di Desa.
Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan tidak sesuai lagi
dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian.

Perencanaan pembangunan pada prinsipnya dilakukan secara
berjangka yang meliputi @

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu).

Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa terpilih, arah
kebijakan pembangunan Desa dan rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyusunan rancangan RPJM Desa dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kondisi objektif Desa, prioritas program dan kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kepala Desa dalam
menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur
masyarakat. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan :
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
Pengkajian keadaan Desa;

Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

Penetapan RPJM Desa.

Apabila rancangan RPJM Desa telah selesai disusun oleh Tim
Penyusun, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang
Desa) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Dalam
Musrembang tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan
unsur masyarakat yang terdiri dari :

a. Tokoh adat;
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Tokoh agama;

Tokoh masyarakat;

Tokoh pendidikan;

Kelompok tani Kelompok peternak;

Kelompok nelayan;

Kelompok pengrajin;

. Kelompok perempuan;

Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
Kelompok masyarakat miskin.

RPJM Desa yang telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara
Kepala Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa, selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa, yang ditandatangani oleh
Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa, dalam hal :
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Kepala Desa menyusun RKP
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKP Desa oleh
Pemerintah Desa disesuaikan dengan informasi dari Pemerintah Daerah yang
berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Kabupaten
Banggai Kepulauan.

Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa mengikutsertakan
masyarakat dengan kegiatan :

Penyusunan perencanaan pembanguan Desa melalui musyawarah Desa;
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;

Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program masuk Desa;
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

Penyusunan rancangan RKP Desa;

Penyusunan rancangan RKP Desa melalui Musrembang;

Penetapan RKP Desa;

Perubahan RKP Desa; dan

Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa yang telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara
Kepala Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa, selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa, yang ditandatangani oleh Kepala
Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

RKP Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Untuk itu
apabila Pemerintah Desa dalam menctapkan APB Desa tidak berpedoman
pada RKP Desa, maka Peraturan Desa tentang APB Desa akan dibatalkan
oleh Bupati.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dalam
penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa dilakukan
melalui suatu perencanaan akurat melalui penyusunan RPJM Desa dan RKP
Desa. Sehingga hal dapat memberikan pedoman bagi semua Desa yang ada
diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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